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BAB I

PENDAHULAUAN
A. 
LATAR BELAKANG PENELITIAN
Kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara merupakan salah satu faktor penunjang di dalam perumusan dan pencapaian kepentingan nasional (national interest) selain faktor kekuatan militer, kapabilitas diplomatik, dan kohesifitas bangsa yang mendukungnya. Adapun yang tercakup dalam kekuatan ekonomi meliputi perumusan kebijakan pemerintah dalam bidang makro dan mikro ekonomi, serta jalinan hubungan kerjasama ekonomi dengan negara lain baik bersifat bilateral maupun multilateral.
Fenomena dominan yang terlihat dewasa ini diawali pasca Perang Dingin, yaitu berkembangnya arus globalisasi yang ditandai dengan liberalisasi ekonomi. Perdagangan internasional pun meningkat hampir dua kali pertumbuhan produksi dunia. Faktor penting percepatan pertumbuhan produksi dunia sekaligus memperluas arus pertukaran barang dan jasa secara internasional adalah ekspansi arus modal dan investasi langsung oleh perusahaan–perusahaan internasional. Arus modal melalui jalur ini juga diikuti oleh pengalihan teknologi. Pola ini menimbulkan interpendensi yang semakin besar antara ekonomi–ekonomi nasional di suatu negara agar perlu diperhitungkan perkembangan–perkembangan yang terjadi diluar domain nasionalnya.

Interpendensi ekonomi juga mengurangi kemanjuran kebijaksanaan–kebijaksanaan nasional, dan semakin berkurang pula suatu kepekaan negara terhadap kondisi eksternal, semakin berkurang pula peluangnya untuk menyelenggarakan kebijakan fiskal dan moneter yang bersifat otonom. Dalam kerangka pemikiran dan pola pendekatan yang lazim dianggap sebagai alur utama, masalah pembangunan ekonomi dilihat sebagai suatu proses pengalihan (transisi) dari suatu tingkat ekonomi tertentu yang masih bercorak sederhana dan masih dalam keadaan terkekang menuju ke tingkat ekonomi yang lebih maju yang mencakup kegiatan yang beraneka ragam.

Ekonomi internasional pada dasarnya merupakan suatu fenomena hubungan antar negara dalam bidang ekonomi. Dalam tataran praktiknya ekonomi internasional diwujudkan dalam sebuah kerjasama ekonomi bilateral maupun multilateral. Di dalamnya meliputi hubungan yang berdasarkan kesepakatan mengenai ekspor impor barang dan jasa.

Para pakar memperkirakan bahwa pada tahun 2020-an akan dimulainya pergeseran percaturan global, sebagaimana dikatakan akan memasuki abad Pasifik–Liberalisasi perdagangan dunia. Cepat atau lambat akan tiba saatnya posisi negara–negara di kawasan Asia Pasifik akan makin penting di dalam mendominasi pergumulan ekonomi dunia. Fenomena globalisasi ini merupakan hal nyata yang harus dihadapi. APEC,  AFTA dan WTO merupakan contoh riil dari integrasi perekonomian nasional dengan perekonomian regional maupun global.

Di tengah–tengah kecenderungan globalisasi dan interpendensi perekonomian dunia dalam kurun waktu belakangan ini, yang mengiringi kemajuan Asia ternyata memunculkan gejolak–gejolak ekonomi internasional yang juga berpengaruh pada stabilitas perekonomian dalam negeri suatu negara. Realitas globalisasi ekonomi tercermin dari integrasi ekonomi nasional, regional ataupun global merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Globalisasi merupakan proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan pada perdagangan bebas yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme.

Fenomena perdagangan bebas merupakan konsekuensi bagi negara yang menganut faham perekonomian pasar bebas. Faham pasar bebas merupakan faham yang menempatkan perekonomian suatu negara di tengah–tengah arus perdagangan dunia, dimana negara tersebut tidak dapat menghindarinya. Perdagangan bebas merupakan kondisi dimana terjadi kebebasan arus transaksi uang, barang dan jasa, persamaan perlakuan dan kesempatan bagi seluruh para pelaku pasar oleh seluruh anggota negara anggota, serta berbasiskan pada teknologi informasi.

Malaysia salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang menganut sistem perdagangan terbuka, pada saatnya akan menghadapi percaturan perekonomian global yang mengarah pada pasar bebas. Saat ini Malaysia telah menjadi suatu negara industri yang memanfaatkan secara maksimal diversifikasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dalam “Industrial Master Plan II (IMP II)” yang menjadi kebijakan dan strategi Malaysia dalam sektor manufaktur yang ulet, berorientasi luas dan industri yang berkompetensi internasional. Dua strategi baru telah diperkenalkan, strategi plus manufaktur dan kelompok yang berdasarkan strategi pembangunan industri.

Malaysia telah beralih dari negara yang bersandarkan pada pertanian menjadi suatu negara yang berlandaskan industri, teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemajuan ekonomi yang dicapai Malaysia saat ini tidak terlepas dari peran mantan Perdana Menteri Mahathir Mohammad. Resep Mahathir untuk perekonomian Malaysia berakar dari pemikiran filosofisnya yang tertuang dalam bukunya The Malay Dilemma. Berbagai kebijakan diarahkan untuk menyamakan posisi kaum Melayu dalam Perekonomian yang selama ini jauh tertinggal dibanding dengan kelompok masyarakat lainnya. Kebijakan pemerintah Malaysia yang dilaksanakan merupakan kombinasi dari dua arah pendekatan. Pertama, pembangunan ekonomi melalui kebijakan pemerintah dan investasi swasta. Kedua, pencapaian ekonomi yang netral secara ras.

Kebijakan tersebut muncul karena di Malaysia terdapat perbedaan yang mencolok dan telah berakar dalam kehidupan sosial dan ekonomi diantara masyarakatnya, yaitu antara kaum Bumiputera dan kaum Non-Bumi putera. Misalnya, orang–orang Melayu lebih banyak tinggal dipinggiran kota dibanding dengan yang hidup dikota, mereka lebih banyak bekerja dibidang pertanian tradisional yang berpenghasilan rendah, dan sebagian kecil dari mereka yang bergelut dalam bidang industri modern dan perekonomian yang berpenghasilan tinggi, dari segi kepemilikan, penguasaan dan pengurusan dalam bidang industri dan perdagangan, bagian yang dipegang oleh orang melayu jauh lebih rendah. Hal inilah yang memicu terjadinya tragedi 13 Mei 1969 yang membawa negara tersebut dalam keadaan genting. Peristiwa Berawal dari UMNO yang ingin melakukan pawai kemenangan setelah menang Pemilu tanggal 13 Mei 1969. para pendukung UMNO berkumpul di rumah Menteri Besar Selangor Dato Harun Bin Idris. Pada saat berkumpul tersebut, terdengar kabar bahwa beberapa warga Tionghoa menyerang warga Melayu, sehingga membakar amarah para pendukung UMNO. Pada saat itu, 2 orang Tionghoa mengendarai sepeda motor yang melewati jalan Raja Muda tempat kediaman Dato Harun menjadi sasaran kemarahan para pendukung Melayu. Mereka diserang hingga terbunuh. Ketika para warga Tionghoa mendengar hal tersebut, muncul keinginan untuk membalas dendam. Menurut laporan resmi pemerintah setempat, menyatakan 500 orang tewas akibat kerusuhan dua belah pihak (Melayu Vs Tionghoa) yang mencoreng wajah Malaysia. 
Ini membuktikan bahwa strategi ekonomi yang dilancarkan semenjak kemerdekaan Malaysia tidak mampu meningkatkan taraf hidup orang Melayu agar setara dengan kaum lain. Yang melahirkan Rukunegara (Dasar Negara) dan Pembentukan dan penerimaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) sebagai asas ekonomi kepada Rukunegara.

Malaysia menganut sistem perdagangan terbuka, maka dalam rangka menyongsong perdagangan bebas, khususnya di kawasan Asia Pasifik, Malaysia harus mampu mengatasi kondisi domestik negaranya, sebab hal itu akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan politik. Terbukti Malaysia tercatat sebagai negara ASEAN yang tercepat dalam mengatasi permasalahan krisis ekonomi yang menimpanya. Dalam kurun waktu bulan Juli 1997 sampai dengan bulan November 1998 adalah masa pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintahan setempat. Dalam kurun waktu itulah, banyak usaha yang dilakukan pemerintah Malaysia untuk menunjang perbaikan ekonomi tersebut, namun kebijakan yang diterbitkan dan dipakai oleh Malaysia dianggap oleh sebagian besar kalangan ekonom dan Badan Moneter Internasional (IMF) sebagai suatu langkah mundur. IMF memprediksikan apabila kebijakan yang dihasilkan tersebut akan berakibat makin terpuruknya perekonomian dalam negara Malaysia. Pemerintah Malaysia sendiri pada dasarnya tidak sepakat dengan pola penyelesaian krisis moneter yang dianjurkan IMF, karena dinilai tidak sesuai dengan budaya Asia. Resep IMF yang menyarankan agar kenaikan suku bunga bank, dianggap oleh pemerintah setempat hanya akan menguntungkan orang–orang kaya dan kaum spekulan diatas penderitaan rakyat banyak.

Ekonomi Malaysia berkembang pesat selama kurun waktu 25 tahun, dimana dipengaruhi oleh letak geografis dan sistem nilai–nilai yang berlaku di masyarakat serta latar belakang sejarah yang berpengaruh kuat dalam perkembangan perekonomian Malaysia. Hal ini terbukti dengan kebijakan baru Malaysia mengenai pengawasan bidang devisa, seperti setiap warga negara dapat melakukan ekspor tanpa memerlukan ijin karena sistem perdagangan yang dianut. Pemerintah Malaysia berusaha menghilangkan hambatan bagi pertumbuhan perekonomiannya termasuk proses ekspor impor. Tetapi untuk melindungi produsen dalam negeri dan melindungi keamanan lingkungan, pemerintahan Malaysia memberlakukan beberapa aturan pelaksanaan impor yang sering kali dianggap sebagai penghambat oleh para eksportir yang akan menjual produknya ke pasar Malaysia. Selain itu, penerapan tarif bea masuk yang lebih tinggi untuk produk ASEAN dari pada tarif yang berlaku umum.

Permasalahan yang timbul mengenai kesiapan Malaysia dalam menghadapi perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik semakin menarik untuk dikaji lebih lanjut, yaitu bagaimana Malaysia menghadapai fenomena ini dengan menggunakan strategi perekonomiannya.

Konsep Free Trade pertama kali diungkapkan oleh Adam Smith dan David Richardo dalam bukunya Ekonomi Internasional karangan Harry Waluya sebagai berikut : “Perdagangan bebas (Free Trade) untuk menciptakan specialisasi perdagangan antar negara melalui pembagian kerja untuk menghasilkan produk yang melebihi kebutuhan dalam negeri dan menukar kelebihannya dengan produk lain yang tidak dihasilkan atau kurang produktif siklus free trade  dilakukan tanpa hambatan-hambatan tarif atau tanpa campur tangan pemerintah”.

Perdagangan bebas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ekonomi politik internasional. Terbukti dengan banyaknya kesepakatan-kesepakatan ekonomi yang dibuat pemerintah negara-negara dunia yang tidak terlepas dari kebijakan dan kepentingan politik yang diterapkan oleh negara-negara tersebut. Dimana didalam terbentuknya proses free trade bertujuan untuk menghilangkan tarif yang menyebabkan distorsi terhadap rangsangan ekonomi bagi bagi produsen maupun konsumen.

Faktor yang menggambarkan era Pasifik ini, pada kenyataannya tidak menjelaskan kondisi lingkungan bagi pertumbuhan lebih lanjut. Dimana dalam jangka pendek dan menengah, ketidakpastian ini berlaku pada perdagangan, suku bunga dan foreign exchange rates, yang menghalangi pertukaran dunia. Sedangkan pada jangka panjang, tidak ada jaminan bahwa peningkatan proteksionisme saat ini akan berkurang hanya dengan penyesuaian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan negara maju.

Berdasarkan permasalahan diatas dan untuk melakukan penelitian yang lebih seksama. Maka penulis memberi judul : 

 STRATEGI PEREKONOMIAN MALAYSIA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS DI KAWASAN ASIA PASIFIK.

B. IDENTIFIKASI MASALAH
Dalam upaya mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian, maka penulis akan menguraikan hal–hal yang merupakan kondisi dan situasi yang menyebabkan timbulnya masalah. Identifikasi masalah yang dapat dikemukakan berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana kebijakan umum perekonomian Malaysia ?

b. Bagaimana perkembangan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik ?

c. Bagaimana strategi perekonomian Malaysia dalam menghadapi perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik ?

1. Pembatasan Masalah
Melihat permasalahan diatas yang luas, maka penulis memfokuskan permasalahan dalam konteks ekonomi politik internasional, dan membatasi pada variabel terikat (unit analitis) dalam penelitian ini yaitu strategi Malaysia, mengenai kondisi ekonomi domestik Malaysia, sumber daya manusia, ekspor dan impor Malaysia. Dan variabel bebas (unit eksplanasi) yaitu perdagangan bebas di Asia Pasifik, mengenai dinamika kerjasama negara–negara APEC dalam menyongsong perdagangan bebas. Dimulai sejak era tahun 1990 sampai perkembangannya di era tahun 2000.

Sesuai kepentingannya, APEC telah mengembangkan suatu forum yang lebih besar substansinya dengan tujuan ekonomi tinggi, yaitu membangun masyarakat Asia Pasifik dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata melalui kerjasama perdagangan dan ekonomi. Pada pertemuan informal pertama para pemimpin APEC di Blake Island, Seattle, Amerika Serikat tahun 1993, ditetapkan suatu visi mengenai masyarakat ekonomi Asia Pasifik yang didasarkan pada semangat keterbukaan dan kemitraan; usaha kerjasama untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dari perubahan-perubahan; pertukaran barang, jasa, investasi secara bebas; pertumbuhan ekonomi dan standar hidup serta pendidikan yang lebi baik; serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tidak dapat disangkal lagi, bahwa wilayah Asia Pasifik telah menjadi arena penting bagi aktifitas ekonomi dan diplomasi. Dimana dunia sekarang ini, secara ekonomi didominasi oleh tiga wilayah global yaitu Asia Pasifik, Eropa dan Amerika Utara. Pengelompokan sering dianggap lebih mengacu pada persaingan pengaruh dari pada penciptaan kesatuan wilayah. Regionalisme tampak didasari oleh keinginan untuk melawan ekonomi global. 

Bagi negara-negara Asia di wilayah Pasifik, masa depan yang lebih menguntungkan adalah sistem internasional yang terbuka. Upaya untuk tetap menjamin keterbukaan sistem perdagangan merupakan pilihan yang paling mantap untuk menjamin masa depan kawasan Asia Pasifik, karena untuk mencapai laju pertumbuhan yang tinggi dan strategi untuk mencapai tujuan program pembangunan yang mantap melalui kegiatan yang berorientasi ekspor akan dapat lebih terjamin.
2. Perumusan Masalah.
Untuk memudahkan penganalisaan permasalahan berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :
“Sejauhmana kesiapan Malaysia melalui strategi ekonominya dalam menghadapi perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik?”

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
   Secara umum penelitian ini berguna :

a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan umum perekonomian Malaysia ?

b. Untuk mengetahui perkembangan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik ?

c. Untuk mengetahui strategi perekonomian Malaysia dalam menghadapi perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik ?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang berbagai aspek yang saling berkaitan dalam realita peristiwa yang mengarah pada ekonomi politik unternasional.

b. Sebagai sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hubungan internasional.

c. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian negara, kesarjanaan, strata satu (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan Bandung.

d. Bagi penulis sendiri, agar dapat membantu dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat, serta menambah wawasan pada umumnya.

D. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

1. Kerangka Pemikiran


Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam kerangka pemikiran ini, maka penulis mengutip beberapa pendapat dan teori dari beberapa ahli yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk memberi dasar pemikiran yang mendukung suatu penelitian yang pada akhirnya dapat diakui kebenarannya.



Pada dasarnya pengertian kerangka pemikiran adalah suatu konstruksi logika yang dipergunakan sebagai pisau analisis untuk memahami permasalahan penelitian, pendekatan dapat dikatakan sebagai a law of looking at and then explaning perticular phenomenon atau cara pandang dan kemudian menjelaskan fenomena tertentu, dalam upaya untuk mempermudah hasil penelitian dari segi ilmiah, teori disusun dari sifat umum yang akhirnya pada teori yang bersifat khusus. Menurut Theodore A. Couloumbis dan James H. Wolfe dalam bukunya Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power yang diterjemahkan Marcedes Marbun bahwa: “Teori adalah sekumpulan generasi empiris yang secara internal konsisten dan memiliki kemampuan yang bersifat deskriptif (menerangkan), prediktif (meramalkan) dan eksplanatory (menjelaskan)”.
  



Sejak perkembangan modern menunjukan bahwa hubungan antar negara melalui kerjasama bilateral merupakan aktifitas masyarakat internasional dalam konteks interaksi hubungan internasional yang tidak akan lepas dari studi mengenai fenomena sosial, politik dan ekonomi pada tingkat global.


Hubungan internasional merupakan suatu ilmu yang bersifat interdisipliner, maksudnya bahwa hubungan internasional memiliki hubungan dengan ilmu–ilmu lainnya dalam usaha mengkaji suatu permasalahan yang muncul walaupun perhatian utamanya tetap pada bidang hubungan antar pemerintah (inter state and inter govermental relation). Adapun istilah hubungan internasional dari Trygive Matthisen yang dikutip oleh Soewardi Wiriatmaja dalam bukunya Pengantar Hubungan Internasional yaitu bahwa hubungan mencakup semua aspek internasional dalam kehidupan manusia (all international aspec of human social life) adalah :

“Hubungan Internasional lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuatan–kekuatan serta tekanan–tekanan dan proses menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berpikir manusia dalam masyarakat dunia.”

Fenomena ekonomi dan politik selalu berhubungan erat dalam setiap interaksi global. Hubungan tersebut saling berkaitan antara aktor internasional yaitu negara dan pasar. Pada proses interaksi suatu negara dan negara lain dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari faktor–faktor politis. Seperti yang dikatakan Mochtar Mas’oed : 

Ekonomi politik internasional adalah sebagai studi tentang saling kaitan dan interaksi antara fenomena politik dan dengan ekonomi, antar “negara” dan “pasar”, antara lingkungan domestik dengan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat.

Disamping itu, hubungan internasional mencakup interaksi antar bangsa yang melintasi batas–batas negara, baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh pemerintah negara tersebut. Dalam prakteknya, hubungan internasional selalu dilakukan oleh negara–negara yang berdaulat melaui tindakan yang diwakili pemerintahnya yang menyangkut kepentingan nasional negaranya.

Setiap negara pada dasarnya adalah peserta dalam hubungan internasional. Tetapi tidak semua negara mempunyai intensitas keterlibatan dan aktifitas yang sama di arena internasional. Kemampuan, kekuatan, sumber–sumber yang dapat dimobilisasi dan sasaran–sasaran yang hendak dicapai mempengaruhi oleh suatu negara tidak selamanya dapat dipenuhi di dalam negeri, karena itu usaha diluar batas–batas yurisdiksi nasionalnya dapat ditempuh untuk mendapatkan yang dibutuhkan. Upaya tersebut dilakukan melalui politik luar negeri suatu negara. Definisi politik luar negeri dikemukakan oleh Jack C. Plano  sebagai berikut :

Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional politik luar negeri yang spesifik, dilaksanakan oleh sebuah inisiatif yang dilakukan oleh negara.

Adapun politik luar negeri menurut B.N Marbun, SH dalam bukunya Kamus Politik adalah sebagai berikut : “Bahwa politik luar negeri mencakup semua tindakan suatu negara, yang mempengaruhi sikapnya terhadap negara, kelompok maupun perhimpunan dan fakta negara–negara lain.”

Dari teori tersebut dapat diketahui bahwa, politik luar negeri suatu bangsa dapat mempengaruhi sikap atau tindakan suatu negara terhadap bangsa atau aktor lainnya dalam konteks pergaulan dan kerjasama internasional, sedangkan politik luar negeri menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya berjudul Politik Luar Negeri Dan Pelaksanaannya Dewasa Ini adalah : “Politik Luar Negeri pada hakekatnya merupakan alat suatu negara untuk memcapai kepentingan nasionalnya, kebijakan luar negeri merupakan aspek pula dari strategi nasional beserta sasarannya yang jangka pendek dan jangka panjang”.

Istilah ekonomi internasional sering disebut juga ekonomi politik internasional kerena dalam setiap menganalisis sebuah peristiwa ekonomi, suatu proses ekonomi, ataupun perilaku dari suatu aktor ekonomi dibutuhkan ilmu politik, keterkaitan ilmu ekonomi dan politik lebih jelas diungkapkan oleh Dorojatun Kuncoro Jakti dalam sebuah bukunya :

Meskipun tidak pernah menyatakan secara eksplisit tapi tidak sulit untuk diterka bahwa ekonomi pada umumnya menilai cara pendekatan politikal  ekonomi sebagai inferior dibanding dengan cara pendekatan berupa analisis 3 ekonomi murni, yaitu dalam usaha untuk memahami secara analisis sebuah peristiwa (event) ekonomi, suatu proses ekonomi, ataupun perilaku (behavioral) dari suatu aktor ekonomi.”
 
Dalam melakukan kerjasama internasional baik dalam segala hal dibutuhkan kerjasama yang baik dan saling pengertian. Dan dalam konstelasi hubungan internasional dewasa ini kerjasama internasional merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap negara untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya dalam forum internasional dalam rangka mewujudkan suatu negara yang makmur dan stabil ke dalam dan ke ke luar negaranya tentu saja dengan memperhatikan kehormatan dan kedaulatan serta hak–hak negara lain. Seperti yang dikemukakan oleh Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya Organisasi dan Administrasi Internasional yang memberikan gambaran dan batasan–batasan kerjasama internasional sebagai berikut :

“Kerjasama internasional terjadi karena adanya National Understanding yaitu dimana kedua negara mempunyai tujuan dan keinginan yang sama, yang didukung oleh kondisi internasional yang membutuhkan dengan didasari oleh kepentingan bersama diantara negara – negara namun kepentingan itu tidak identik.”

Setiap negara dalam rangka memenuhi kebutuhan domestiknya dan pencapaian tujuan nasional dalam hubungannya dengan negara lain di lingkup internasional, memerlukan strategi agar semuanya terarah dan agar berbagai bidang terkoordinasi dengan baik. Definisi strategi menurut Wirjono Projodikoro yaitu :

Strategi adalah integrasi, kombinasi, dan koordinasi dari alat–alat teknik bersama yang diperlukan oleh seorang negarawan guna mencapai tujuan untuk menyelamatkan suatu negara dari serangan luar maupun dalam. Kalaupun harus marus mengambil sasaran, diperlukan pula strategi agar sasaran itu dapat dicapai.

Strategi Ekonomi yaitu : “Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa, dengan pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan seterusnya yang berharga untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.”

Strategi atau rencana yang disusun suatu negara diimplementasikan dalam berbagai kebijakan. K.J Holsti memaparkan kebijakan politik luar negeri sebagai berikut : “Suatu tindakan atau ide yang dirancang oleh para pembuat keputusan untuk memecahkan suatu masalah atau melancarkan perubahan dalam lingkungannya, yaitu dalam kebijakan, sikap atau tindakan negara–negara lain”.

Sedangkan definisi kebijakan ekonomi internasional menurut Nopirin sebagai berikut : “Kebijakan Ekonomi Internasional adalah tindakan atau kebijaksanaan, yang secara langsung mempengaruhi komposisi arah serta bentuk dari pada perdagangan dan pembayaran internasional.”

Suatu negara sudah tentu berada dalam suatu kawasan. Berbagai strategi yang dimanifestasikan melalui serangkaian kebijakan merupakan dalam menghadapi persaingan global, termasuk sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan negara lain di kawasan tersebut. Theodore A. Couloumbis dan James H. Wolfe mengemukakan pengertian kawasan sebagai :

Studi kawasan adalah mengenai kawasan luas seperti Asia, Afrika, Eropa, Amerika Utara dan Selatan dan Oceania. Berikut ini adalah kriteria yang paling umum digunakan untuk mengelompokkan negara–negara dalam kawasan :

1. Kriteria geografis : mengelompokkan negara berdasarkan lokasinya benua, sub benua, kepulauan dan lain–lain, misalnya Eropa dan Asia.

2. Kriteria politik dan militer : mengelompokkan negara–negara berdasarkan keikutsertaannya dalam berbagai aliansi, atau berdasarkan orientasi ideologis politik, misalnya NATO, Pakta Warsawa, Blok Komunis.

3. Kriteria Ekonomi : mengelompokkan negara–negara berdasarkan kriteria terpilihnya mengenai perkembangan (pembangunan) ekonomi sepert GNP dan out put industri. Contoh : negara–negara industrialisasi dan negara–negara terbelakang.

4. Kriteria transaksional : mengelompokkan negara berdasarkan jumlah frekuensi pertukaran penduduk, barang dan jasa, seperti para imigran, turis, perdagangan dan berita, misalnya Amerika Serikat dan Kanada, wilayah pasar Eropa Barat dan Wilayah pasar Eropa Timur.
  
Negara–negara yang berada pada satu kawasan mengadakan kerjasama selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya juga mempererat hubungan antar mereka. Kerjasama regional dikemukakan B.N Marbun, SH yaitu :

Kerjasama regional merupakan persekutuan atau kerjasama diantara negara–negara yang memiliki persamaan kepentingan ekonomi, politik dan militer diantara dalam suatu kawasan, tujuannya untuk memelihara perimbangan kekuatan, karakteristiknya adalah berdekatan secara geografis dan memiliki latar belakang politik, ideologi, sosial dan budaya yang sama.

Salah satu bentuk kerjasama regional tersebut diwujudkan dalam perdagangan bebas, dimana arus barang dan jasa dari salah satu negara ke negara lain menjadi tidak terhambat. Hal ini juga dipicu oleh interpendensi antar negara sebagai salah satu fenomena globalisasi dengan keinginan memperluas pasar hasil produksi. Pengertian perdagangan bebas dikemukakan oleh David Richardo adalah :

Arus perdagangan didasarkan pada penawaran dan permintaan, bebas dari upaya memajukan, pengawasan, serta aturan pemerintah, dimana pembagian kerja internasional didasarkan atas spesialisasi setiap bangsa dalam berproduksi sehingga mencapai tingkat produktifitas dan standar kehidupan yang setara bagi semua negara didunia, dan banyak pula negara yang tidak akan memperoleh keuntungan mutlak dalam memproduksi suatu barang dan oleh karena itu harus mengkhususkan  diri memproduksi barang yang lebih efisien dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan negara lain.
 

Menyongsong diberlakukannya pasar bebas dikawasan Asia Pasifik, Malaysia melakukan berbagai upaya sebagai persiapan untuk menghadapi persaingan yang tidak mungkin terelakkan. Dalam hal ini perdagangan internasional merupakan pokok pembahasan dari segi ekonomi internasional. Karena itu Mahathir mengatakan :

Integrasi ekonomi kami adalah contoh yang jelas dari regionalisme terbuka yang digerakkan oleh pasar. Prestasi kami adalah buah dari regionalisme terbuka yang digerakkan oleh pasar. Dalam tahun–tahun yang akan datang, saya yakin integrasi ekonomi kami yang komprehensif akan terus digerakkan oleh regionalisme pasar. Saya yakin, kami akan terus menyambut baik para pemain ekonomi besar lain di dunia dalam proses memperkaya regionalisme terbuka kami yang digerakkan oleh pasar. Sebenarnya kami harus menyambut baik semua negara untuk bergabung dengan kami dalam pembentukkan regionalisme Asia Timur kami yang besar yang digerakkan oleh pasar.

Kebijakan ekonomi Malaysia yang dilakukan untuk membangun ekonominya adalah pencapaian kemakmuran ekonomi yang netral–ras, ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri pada tahun 1981 melalui kebijakan Ekonomi Baru yang telah dilaksanakan selama satu dekade : “Tujuan dari kebijakan itu adalah pengentasan kemiskinan tanpa membeda–bedakan ras dan restruktuisasi untuk menghapus identifikasi ras melalui fungsi–fungsi ekonomi,”

Untuk meningkatkan peran Bumiputera dalam sektor bisnis, maka pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan yang menguntungkan Bumiputera. Strategi yang ditekannya dalam upaya mewujudkan wawasan 2020 yaitu : “Dato’ Seri Abdullah telah menerapkan serangkaian kebijakan yang menekankan pentingnya faktor sumber daya manusia.”
 Dasar Ekonomi Baru diusulkan  dengan tujuan agar meningkatkan peran politik kaum Melayu dalam mencapai sasaran 30% persamaan (equity) Bumiputera demi terwujudnya kestabilan politik, yang kemudian akan sangat menunjang bagi proses wawasan 2020.

Pola hubungan antar negara disebabkan beberapa faktor, yaitu :

1. Investasi, pasar modal disebabkan negara-negara paling cukup maju berlebihan uang untuk investasi. Sebagai akibatnya, pasar modal telah mengembangkan berbagai macam mekanisme untuk mentransfernya melampaui batas-batas negara tersebut.

2. Industri, dewasa ini orientasi industri telah mengglobal, strategi perusahaan multinasional modern tidak lagi dibentuk dan dikondisikan oleh alasan kenegaraan, melainkan alasan keinginan dan kebutuhan untuk melayani pasar yang atraktif dimana saja dan untuk mencari potensi sumber daya di manapun.

3. Informasi dan individual, para konsumen secara individual juga telah berorientasi bebas, dengan akses yang lebih baik pada informasi atas gaya yang ada di seluruh dunia.
Dinamika ekonomi politik Asia Pasifik terutama sejak 1990-an terjadi interaksi antar negara dan dengan intensif menimbulkan pertumbuhan tinggi walaupun tanpa kerangka kerjasama formal. Yang merasakan pentingnya kebutuhan itu adalah dunia usaha, seperti yang tercermin dalam pembentukan ”Pasific Basin Economic Council (PBEC)” tahun 1969, anggotanya kaum bisnis semua negara Asia Pasifik kecuali Korea Utara dan Kamboja ini aktif mendorong perdagangan dan investasi di wilayah ini, tetapi ia hanya melibatkan aktor swasta. Tahun 1980 muncul “Pasific Economic Cooperation Council (PECC)” melibatkan pejabat pemerintah, aktor bisnis dan akademisi. Hasil dari PECC adalah terbentuknya APEC di Canberra tahun 1989 ini menciptakan mekanisme satuan tugas dan kelompok kerja untuk mengidentifikasikan kepentingan ekonomi regional, terutama perdagangan, sumber daya manusia, alih teknologi, energi, telekomunikasi dan sebagainya. Motivasi untuk kerjasama regional semakin luas karena :

1. Keperluan akan mekanisme defensif terhadap kemungkinan peningkatan proteksionisme di Eropa dan Amerika Serikat.

2. Peningkatan pertumbuhan perdagangan intra–Asia dan Intra–Asia Pasifik.

3. Munculnya negara–negara industri baru di Asia Timur.

4. Faktor infrastruktural yang semakin baik, seperti telekomunikasi dalam mendukung kerjasama regional tersebut.

Kawasan Asia Pasifik dinilai sebagai kawasan dengan perkembangan yang sangat pesat. Dan pada saatnya nanti, kawasan ini akan memegang peranan penting dalam siklus perdagangan dunia. Pertumbuhan ekonomi dikawasan ini telah meletakkan kawasan ini di atas bagian dunia lainnya. Interaksi ekonomi antar negara tercermin dalam pola hubungan perdagangan, dan pada dasarnya data–data perdagangan ini merupakan manifestasi dari perkembangan dan pembangunan ekonomi di negara–negara yang bersangkutan. Walaupun tidak dipungkiri negara–negara di kawasan Asia Pasifik banyak diantaranya yang sedang dalam fase “berkembang”, namun semangat untuk menyongsong pasar bebas terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh negara–negara tersebut. 


Asia Pasifik merupakan kawasan yang memiliki kekuatan ekonomi dan memainkan pera penting dalam pencaturan politik dunia. Kawasan ini bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan ekonomi dunia. Dengan jumlah penduduk sekitar 2 milyar jiwa pada tahun 1992 atau sekitar 38,5 % jumlah penduduk dunia, kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC) memainkan peran yang strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Produk Nasional Bruto (PNB) kawasan ini pada tahun 1992 sekitar 12 trilyun US Dollar atau lebih dari separuh jumlah PNB dunia. Pendapatan perkapita lebih dari 1,5 kali rata-rata pendapatan perkapita dunia, yaitu lebih dari US$ 5.744. Total perdagangan luar negeri negara-gara anggota APEC secara bersama-sama mencapai lebih dari US$  23,15 trilyun, sedangkan nilai perdagangan antar sesama anggota APEC berjumlah US$ 2,17 trilyun atau sekitar 69% dari total nilai perdagangan APEC dengan dunia.
 

 APEC sebagai organisasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik, memiliki tujuan yang pada intinnya melakukan perdagangan bebas dan liberalisasi investasi diantara angota-anggotanya. Untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut, APEC memiliki mekanisme atau cara kerja yang mengacu pada :

1. Tujuan, dimana kerjasama ekonomi dan pembangunan di APEC antara lain mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan, mengurangi disparitas ekonomi dalam APEC, memperbaiki kesejahteraan ekonomi dan sosial serta memperdalam semangat komunitas Asia Pasifik.

2. Prinsip, dimana kerjasama ekonomi dan pembangunan dilakukan dengan dasar saling menghormati dan persamaan saling menguntungkan dan bantuan, kemitraan konstruktif serta konsensus.

3. Karakter kerjasama ekonomi dan teknik yang berorientasi tujuan dengan sasaran yang jelas. Untuk membangun komunitas dan memajukan semangat usaha yang mengarah kerjasama dan saling belajar dalam semangat kooperatif, kegiatan kerjasama dan teknik berdasarkan kesediaan sukarela sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing.

4. Mengorganisasikan tema dan prioritas. Prioritas kegiatan kerjasama meliputi pengembangan pasar modal yang stabil, aman dan efisien, memperkuat infrastruktur ekonomi, memanfaatkan teknologi untuk masa depan, menjaga kualitas hidup melalui pertumbuhan yang berwawasan lingkungan serta mengembangkan dana memperkuat dinamisme perusahaan kecil dan menengah. 

Sebut saja Malaysia salah satunya, sebelum tahun 1990, sektor pariwisata berada pada urutan ke–16 penyumbang devisa negara. Andalan Malaysia masih bertumpu pada karet, timah dan kelapa sawit. “Pemerintah mulai menyadari, hasil bumi dan sumber daya alam lama–kelamaan akan habis. Karena itulah pemerintah mengajak pengusaha swasta untuk bersama–sama membangun sektor pariwisata Malaysia.
 Sejak awal tahun 1990-an, “Visi 2020” Mahathir telah menjadi landasan pembangunan ekonomi Malaysia. 

Visi 2020 Malaysia telah menargetkan peningkatan GDP delapan kali lipat, dan pencapaian status negara maju pada tahun 2020. Kebijakan ini menetapkan swastanisasi sebagai kunci dari pembangunan ekonomi nasional, peran investasi asing untuk mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, serta pembangunan bangsa yang menyeluruh dari aspek ekonomi, politik, spiritual, psikologis dan budaya. Dan pada dekade 1990-an, sektor pariwisata masuk dalam lima besar penyumbang devisa negara Malaysia.

Pada pertengahan tahun 2001, Mahathir memperkenalkan rencana baru untuk pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan. Pergeseran ke arah ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (K-economy) merupakan bagian dari rencana yang lebih komprehensif untuk mencapai status negara maju pada tahun 2020. Ekonomi berbasis ilmu pengetahuan adalah ekonomi yang secara langsung berbasis produksi, distribusi dan penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri yang berbasis ilmu pengetahuan meliputi jasa–jasa kepeada sektor bisnis keuangan, industri yang padat modal, jasa pendidikan dan kesehatan, penelitian ilmiah dan sektor telekomunikasi.

Pentingnya menjalin kerjasama ekonomi kian disadari oleh sebagian besar negara–negara di dunia. Oleh karenanya fenomena globalisasi ekonomi baik dalam lingkup regional dan global dianggap sebagai sarana untuk semakin terbukanya perdagangan antar negara yang tanpa hambatan, tarif maupun non tarif.

Dengan strategi pembangunan ekonomi yang sangat fokus selama dua dasawarsa terakhir, tidak diragukan lagi dampaknya terhadap kinerja ekonomi Malaysia seperti yang ditujukan oleh indikator–indikator penentu dalam kepemimpinan Mahathir. Prestasi uatama dari kepemimpinan Mahathir adalah stabilitas makro ekonomi. Inflasi turun dari 10 % pada tahun 1981 (saat Mahathir mulai memimpin Malaysia) menjadi hanya 0,3 % di tahun 1983. pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil juga dapat terjadi hampir sepanjang dekade 1990-an. Antara tahun 1992–1997, Malaysia berhasil dalam pertumbuhan ekonominya mencapai rata–rata 9 % per tahun, dan pertumbuhan pendapatan perkapitanya merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Pasifik.

Tapi pada kenyataannya APEC dalam perkembangan masih mengalami beberapa hambatan. Misalnya, kemajemukan anggota APEC dan tingkat kemakmuran yang sangat berbeda diantara anggotanya ikut mempengaruhi kondisi itu. Disamping itu, ketergantungan pada perdagangan luar negeri juga tidak sama. Bahkan ada negara yang nilai perdagangan luar negerinya lebih dari dua kali seluruh PNBnya. Sebaliknya, ada pula yang nilai perdagangan luar negerinya hanya sekitar 10 % PNBnya. Sistem luar negeri masing-masing anggota APEC yang berbeda-beda juga ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada negara yang perdagangan luar negerinya hampir sepenuhnya bebas tapi banyak pula yang belum mencapai tingkat perdagangan sebebas itu karena masih mempertahanlan proteksi secara terbatas terhadap beberapa sektor produksi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup ekonominya. Faktor-faktor inilah yang masih menjadi kendala bagi pembentukan kerjasama di kawasan Asia Pasifik.

Kondisi ekonomi negara-negara anggota APEC yang begitu beragam juga ikut mempengaruhi kerjasama antara mereka. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan Asia Pasifik harus meningkatkan kerjasama yang lebih baik guna membuat forum kerjasama ekonomi Asia Pasifik yang efektif dan mampu memimpin gerakan global menuju perdagangan dunia yang semakin terbuka dan adil. 

Dengan memperhatikan teori dan pendapat para pakar di atas, dapat ditarik konklusi yang relevan dari masalah yang diteliti, bahwa perdagangan bebas di Asia Pasifik menimbulkan persaingan antar negara di kawasan ini, sehingga pemerintah Malaysia berupaya menyusun strategi ekonomi untuk dapat memposisikan negaranya dalam perdagangan bebas di kawasan ini.

Dari konklusi tersebut maka ditarik asumsi sebagai beikut :

1. Pemerintah Malaysia berupaya meningkatkan kondisi perekonomian negaranya.

2. Perdagangan bebas kawasan Asia Pasifik dianggap sebagai kesempatan untuk memajukan perekonomian Malaysia melalui persaingan yang kompetitif.

3. Dengan strategi yang tepat melalui sistem perekonomiannya yang kuat, Malaysia akan mampu menghadapai perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik.

Dapat disadari bahwa APEC memiliki berbagai keunggulan yang membuat forum kerjasama ini tetap relevan hingga kini, antara lain : liberalisasi perdagangan akan dilaksanakan pada tahun 2010 untuk ekonomi maju dan 2020 untuk ekonomi berkembang; prinsip open regionalism (non-discrimination issue) dimana Most Favored Nation (MFN) treatment masih tetap kental dalam forum APEC; adanya mekanisme untuk membahas isu-isu seperti competition policy, dan invesment, serta non-economic issues tanpa melalui negoisasi; keanggotaannya yang mencakup West dan East sangat penting mengingat ketegangan yang terjadi antara Jepang dan AS serta antara China dan AS dalam hal perdagangan; Informal Leaders Meeting yang dilakukan untuk memevahkan isu-isu yang dianggap sensitif, baik dalam level bilateral, trilateral maupun bilateral.

Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pasific Economic Cooperation) atau APEC didirikan dalam rangka menanggapi berkembangnya saling ketergantungan ekonomi antar negara Asia Pasifik. APEC juga merupakan sarana utama untuk meningkatkan perdagangan yang terbuka dan kerjasama ekonomi yang praktis regional dengan sasaran utama untuk memajukan dinamisme ekonomi Asia Pasifik. Asia Pasifik adalah salah satu wilayah yang pertumbuhannya tercepat di dunia sebagai penyumbang terbesar pada kemakmuran dan stabilitas global. Gabungan Produk Domestik Bruto negara anggota APEC pada tahun 1996 mencapai lebih dari US$ 16 trilyun, sedangkan perdagangan internasionalnya menyumbang sekitar 40 % perdagangan dunia.

2.  Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah serta asumsi yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

“Perdagangan bebas antar negara–negara di kawasan Asia Pasifik yang tergabung dalam APEC menimbulkan daya saing yang semakin tinggi dengan dikuranginya dan bahkan dihapuskannya berbagai hambatan tarif maupun non tarif, sehingga menyebabkan strategi ekonomi Malaysia ke kawasan Asia Pasifik di arahkan pada peningkatan kekuatan bersaing secara kompetitif dengan dikeluarkannya strategi ekonomi agar Malaysia dapat berperan aktif dalam perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik.”

3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep Teotritik, Empirik dan Analisis)

Sebagaimana telah disebutkan dalam judul penelitian, untuk menjaga alur dan pembahasan juga upaya pembuktian hipotesis, maka berikut akan dikemukakan tabel operasionalisasi variabel : 

TABEL 1
Operasionalisasi Variabel dan Indikator
	Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)
	Indikator

(Empirik)
	Verifikasi

(Analisis)

	Variabel Bebas :
Perdagangan Bebas antar negara–negara di kawasan Asia Pasifik yang tergabung dalam APEC menimbulkan daya saing yang semakin tinggi dengan dikuranginya dan bahkan dihapuskannya berbagai hambatan tarif maupun non tarif.


	1. Arus transaksi barang dan jasa bebas dari hambatan tarif dan non tarif.

2. Daya saing yang semakin tinggi diantaranya di bidang human resource (SDM).
	1. Data dan fakta mengenai arus transaksi barang dan jasa yang bebas dari hambatan tarif dan non tarif.

2. Data dan fakta mengenai daya saing yang tinggi di bidang human resource (SDM).

	Variabel Terikat :
Sehingga menyebabkan strategi ekonomi Malaysia ke kawasan Asia Pasifik diarahkan pada peningkatan kekuatan bersaing secara kompetitif dengan dikeluarkannya strategi lokomotif ekonomi agara Malaysia dapat berperan aktif dalam perdagangan bebas di Asia Pasifik.
	3. Kemakmuran ekonomi yang netral secara ras.

4. Mengurangi kemiskinan dan tingkat pengangguran.

5. Meningkatkan kualitas SDM.

6. Promosi pariwisata Malaysia.

7. Meningkatkan kerjasama sebagai upaya meningkatkan ekspor khususnya dengan negara–negara di kawasan Asia Pasifik.
	3. Data dan Fakta mengenai kemakmuran ekonomi yang netral secara ras.

4. Data dan Fakta mengenai upaya mengurangi kemiskinan dan tingkat pengangguran.

5. Data dan Fakta mengenai peningkatan kualitas SDM.

6. Data dan Fakta mengenai promosi pariwisata Malaysia.

7. Data dan Fakta mengenai peningkatan kerjasama sebagai upaya meningkatkan ekspor khususnya dengan negara–negara di kawasan Asia Pasifik.




4. Skema Kerangka Teoritis

Alur Pemikiran Penelitian

E. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1.   Tingkat Analisis

Tingkat analisis penelitian ini yaitu tingkat analisis induksionis. Dapat dijelaskan bahwa perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik mempengaruhi strategi perekonomian yang disusun Malaysia. Dan pembahasan ditekankan pada unit analisis (variabel terikat).

2.      Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Metode Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan gejala–gejala berdasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian secara sistematis, faktual mengenai fakta–fakta, sifat–sifat, serta hubungan antar fenomena–fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk menjelaskan sejauh mana kesiapan Malaysia dalam menghadapi perdagangan bebas di Asia Pasifik berdasarkan hasil pengamatan terhadap berbagai fakta dan fenomena juga masalah yang aktual yang ada setelah melalui proses penyusunan dan pengklasifikasian, sehingga dapat dipahami. 

3.      Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, pengumpulan data dilakukan dengan memakai Teknik Studi Kepustakaan, yaitu meneliti dan mengumpulkan data serta informasi berdasarkan penelaahan literatur baik itu data yang bersumber dari buku, majalah dan catatan–catatan serta berita–berita dari surat kabar atau dokumen–dokumen yang berhubungan dengan masalah atau peristiwa–peristiwa yang berkait dengan masalah yang sedang diteliti.
F. LOKASI DAN LAMANYA PENELITIAN
a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data serta keterangan yang dibutuhkan selama penelitian ini, maka penulis akan mendatangi lembaga–lembaga, seperti :

a. Kedutaan Besar Malaysia

Jl. H.R Rasuna Said Kav. X/6, No. 1-3

Kuningan – Jakarta Selatan 12950.

b. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan.

Jl. Taman Pejambon  I No. 6 Jakarta Pusat 10110.

c.   CSIS (Centre for Strategic International Studies)

Jl. Tanah Abang III No. 23 – 27 Jakarta Pusat 10160.

d.   Pusat Informasi Kompas

Jl. Palmerah No. 26 – 28 Jakarta 10270.

e. The ASEAN Secretary

Jl. Sisingamangaradja No. 70 A Jakarta 12110.

b. Lamanya Penelitian

Lamanya penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti selama tujuh bulan, terhitung sejak Januari 2006 sampai Juli 2006.  
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